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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji besarnya pengaruh sosialisasi pajak dan
pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan pajak baik secara langsung maupun
tidak langsung dengan dimediasi oleh kesadaran pajak. Sampel penelitian sebanyak
68 (27,2%) dari populasi sebanyak 250 Wajib Pajak yang terdaftar sebagai
Pengusaha Kena Pajak di KPP Wajib Pajak Besar Dua. Metode pengambilan
sampel  menggunakan metode simple random sampling. Hasil uji non response
biases menunjukkan bahwa  data dengan tingkat responden yang relatif rendah
sebesar 68 dapat dilanjutkan penelitian. Data dianalisis menggunakan analisis uji
jalur langsung  dengan menggunakan SmartPLS 4.0. Hasil menunjukkan bahwa
sosialisasi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap pengetahuan wajib pajak,
sosialisasi pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan pajak,
pengetahuan wajib pajak dan kesadaran pajak berpengaruh positif signifikan
terhadap kepatuhan pajak, serta sosialisasi pajak dan pengetahuan pajak
berpengaruh positif signifikan terhadap kesadaran pajak. Hasil uji jalur tidak
langsung menunjukkan bahwa sosialisasi pajak tidak berpengaruh parsial terhadap
kepatuhan pajak baik melalui mediasi kesadaran pajak maupun tidak, sedangkan
pengetahuan wajib pajak berpengaruh parsial terhadap kepatuhan pajak baik
melalui mediasi kesadaran pajak maupun tidak.
Kata Kunci : Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, Kesadaran Pajak,
Kepatuhan Pajak

ABSTRACT

This study aims to examine the influence of tax socialization and taxpayer
knowledge on tax compliance, both directly and indirectly mediated by tax
awareness. The research sample consisted of 68 (27.2%) of a population of 250
taxpayers who were registered as taxable   entrepreneurs at KPP Big Two
Taxpayers. The sampling method uses simple random sampling method. The results
of the non-response biases test show that data with a relatively low respondent level
of 68 can be continued with research. Data were analyzed using direct path test
analysis using SmartPLS 4.0. The results show that tax socialization has a
significant positive effect on taxpayer knowledge, tax socialization has a significant
negative effect on tax compliance, taxpayer knowledge and tax awareness has a
significant positive effect on tax compliance, and tax socialization and tax
knowledge has a significant positive effect on tax awareness. The results of the
indirect path test show that tax socialization has no partial effect on tax compliance
either through tax awareness mediation or not, while taxpayer knowledge has a
partial effect on tax compliance either through tax awareness mediation or not.
Keywords: Tax Socialization, Tax Knowledge, Tax Awareness, Tax Compliance
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang sangat mengandalkan  pendapatan dari

sektor pajak. Hal ini dapat terlihat pada penerimaan pajak hingga akhir juni 2022

telah mencapai Rp 868,3 atau setara 55,7 persen dari target yang dituangkan dalam

Peraturan Presiden  (Perpres) Nomor 98 Tahun 2022 yaitu sebesar 58,5 persen.

Besaran penerimaan pajak tersebut tidak terlepas dari penerimaan pajak atas Pajak

Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

(Humas Kemenkeu, 2022).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas

barang/jasa yang dikonsumsi di dalam negeri (di dalam daerah pabean) sedangkan

Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN) merupakan pajak penjualan atas barang

mewah yang dikonsumsi di  dalam negeri (di dalam daerah pabean) (Trisni

Suryanrini & Tarsis Tarmudji, 2011).

Dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan atas Pajak Pertambahan Nilai

(PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Faktur Pajak merupakan

jantung dari sistem administrasi PPN. Faktur Pajak menjadi bukti bahwa pihak

penjual telah melakukan pemungutan PPN atas penyerahan Barang Kena Pajak dan

Jasa Kena Pajak kepada pihak konsumennya. Ketentuan  perpajakan atas Faktur

Pajak selalu diupayakan oleh Direktur Jenderal Pajak mampu menjaga sistem

administrasi dengan baik (Benny, 2022).
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Ketentuan perpajakan atas Faktur Pajak secara umum telah diatur dalam

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak

Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah,

serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dalam rangka memberikan

pedoman pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021

terkait dengan Faktur Pajak, Direktur Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan Peraturan

Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022 sebagaimana terakhir diubah

melalui PER-11/PJ/2022 (Benny, 2022).

Peraturan ini diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak (DJP) dengan tujuan

memberikan kemudahan bagi Pengusaha Kena Pajak dalam membuat Faktur Pajak

dan memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam pengkreditan Pajak

Pertambahan Nilai yang tercantum dalam Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang

kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak (Materi Sosialisasi PER-11 DJP,

2022). Adapun peraturan ini juga merupakan simplifikasi dari berbagai peraturan

perpajakan yang terkait dengan Faktur Pajak dan mencabut  beberapa ketentuan

(Benny, 2022), diantaranya yaitu :

a. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ/2001 tentang

Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem

Informasi Perpajakan;

b.   Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-58/PJ/2010 tentang

Bentuk dan Ukuran Formulir serta Tata Cara Pengisian Keterangan pada

Faktur Pajak bagi Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran;
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c.   Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang

Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur

Pemberitahuan  dalam rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau

Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak, beserta

perubahannya; dan

d. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata

Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik,

beserta perubahannya.

Pengusaha Kena Pajak sangat wajib memperhatikan peraturan PER-03/PJ/2022

sebagaimana telah diubah dengan PER-11/PJ/2022, karena apabila Pengusaha Kena

Pajak tidak mematuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam  peraturan ini maka

Faktur Pajak yang telah diterbitkan masuk kedalam kategori sebagai Faktur Pajak

tidak lengkap, Faktur Pajak terlambat terbit, maupun Faktur Pajak dianggap tidak

terbit. Tiga kategori tersebut lebih dikenal dengan sebutan Faktur Pajak cacat.

Berdasarkan Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang

Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 14 ayat (4) bahwa atas Faktur Pajak cacat

tersebut, Pengusaha Kena Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa sebesar 1%

dari nilai Dasar Pengenaan Pajak. Adapun berikut beberapa poin yang diatur cukup

signifikan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022

sebagaimana diubah terakhir dengan PER-11/PJ/2022 sebagai berikut:

a. Faktur Pajak Gabungan

Faktur Pajak Gabungan merupakan Faktur Pajak yang meliputi seluruh

penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada
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pembeli yang sama dalam waktu 1 (satu) bulan. Ketentuan yang diatur

atas Faktur Pajak Gabungan sebagai berikut :

1. Faktur Pajak Gabungan harus diterbitkan paling lambat akhir bulan

penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak, termasuk jika

terjadi pembayaran sebagian maupun seluruhnya diterima sebelum

terjadinya penyerahan;

2.   Jika terjadi penyerahan Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak yang

menggunakan kode transaksi nya lebih dari  satu kode transaksi,

maka Faktur Pajak Gabungan harus diterbitkan untuk masing-

masing jenis kode transaksi; dan

3. Jika transaksi yang dilakukan Pengusaha Kena   Pajak adalah

transaksi yang mendapatkan fasilitas tidak dipungut karena

merupakan penyerahan Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak ke

Kawasan Tertentu, maka atas transaksi tersebut tidak dapat

diterbitkan Faktur Pajak Gabungan.

b. Keterangan dalam Faktur Pajak

1. Dalam menerbitkan Faktur Pajak, Pengusaha Kena Pajak wajib

memberikan informasi terkait penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa

Kena Pajak antara penjual dan  pembeli yang termuat di dalam

Faktur Pajak, diantaranya yaitu identitas penjual, identitas pembeli,

jenis barang/jasa, harga penyerahan, PPN   dan PPnBM yang

dipungut, kode transaksi, nomor seri, tanggal pembuatan Faktur

Pajak dan penandatangan Faktur Pajak. Berikut pengaturan terkait
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dengan keterangan yang termuat dalam Faktur Pajak (DDTCNews,

2022):

1) Pemusatan PKP di KPP BKM (KPP Wajib Pajak Besar, KPP

Khusus, dan KPP Madya), maka diatur ketentuan :

- Apabila tempat penerima BKP/JKP di Kawasan

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBKB) maka

diisi dengan nama, NPWP, dan alamat pembeli

BKP/Penerima    BKP di kawasan yang bersangkutan.

KPBKB tidak termasuk tempat yang boleh dipusatkan

berdasarkan pada PER-07/2022 s.t.d.d PER-05/2021.

- Apabila tempat penerima BKP/JKP di kawasan tertentu yang

mendapat fasilitas PPN/PPnBM tidak dipungut selain

KPBKB, dan penyerahan BKP/JKP-nya mendapat fasilitas

PPN/PPnBM tidak dipungut maka diisi dengan nama,

NPWP dan alamat penerima BKP/JKP di kawasan tertentu

yang bersangkutan.

- Apabila tempat penerima BKP/JKP di kawasan tertentu yang

mendapat fasilitas PPN/PPnBM tidak   dipungut selain

KPBPB dan penyerahan BKP/JKP-nya tidak mendapat

fasilitas PPN/PPnBM tidak  dipungut maka diisi dengan

nama, NPWP dan alamat PKP pusat,
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- Apabila tempat penerima BKP/JKP di tempat lain di dalam

daerah pabean (TLDDP) maka diisi dengan nama, NPWP

dan alamat PKP pusat.

2) Pemusatan PKP di KPP Pratama, maka diatur ketentuan :

- Apabila tempat penerima BKP/JKP di kawasan perdagangan

bebas dan pelabuhan bebas KPBPB, Kawasan tertentu yang

mendapat fasilitas PPN/PPnBM tidak dipungut selain

KPBPB, dan penyerahan BKP/JKP-nya mendapat fasilitas

PPN/PPnBM tidak dipungut dan Kawasan tertentu yang

mendapat fasilitas PPN/PPnBM tidak   dipungut selain

KPBPB dan penyerahan BKP/JKP-nya tidak mendapat

fasilitas PPN/PPnBM tidak dipungut, maka pengisian nama,

NPWP dan alamat diisi dengan pembeli BKP/penerima JKP

di kawasan tertentu yang bersangkutan.

- Apabila tempat penerima BKP/JKP di tempat lain di dalam

daerah pabean (TLDDP) maka dapat diisi dengan identitas

pusat jika termasuk tempat yang dipusatkan berdasarkan

keputusan pemusatan, dan dapat diisi dengan identitas

pembeli BKP/JKP di kawasan tertentu yang bersangkutan

jika tidak termasuk tempat yang dipusatkan berdasarkan

keputusan pemusatan.

3) Tidak dipusatkan di KPP Pratama, maka diatur ketentuan bahwa

tempat penerima BKP/JKP dikawasan tertentu manapun maka
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diisi dengan identitas pembeli BKP/JKP di kawasan tertentu atau

TLDDP yang bersangkutan.

c. Persyaratan Pengkreditan Pajak Pertambahan Nilai

Faktur Pajak yang memenuhi ketentuan pengisian keterangan berupa

identitas pembeli BKP/JKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf

b PER-03/PJ/2022 maka PPN Masukan yang tercantum di dalam Faktur

Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan

Faktur Pajak dapat dikreditkan oleh PKP pembeli BKP/JKP sepanjang

memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang

perpajakan.

d. Pelaporan Faktur Pajak

PKP yang telah merekam informasi Faktur Pajak di aplikasi E-Faktur

harus mendapatkan persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

sebelum pelaporan, dengan syarat sebagai berikut :

1. Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) yang digunakan adalah NSFP yang

diberikan oleh DJP;

2. E-faktur diupload paling lambat 1anggal 15 bulan berikutnya setelah

tanggal pembuatan Faktur Pajak

PKP harus  membuat Faktur Pajak  paling lambat 3 bulan  sejak saat

Faktur Pajak seharusnya dibuat. Apabila PKP menerbitkan Faktur Pajak

melebihi batas 3  bulan maka Faktur Pajak dianggap tidak dibuat

sehingga PKP dikenakan sanksi denda sebesar satu persen dari DPP dan
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pembeli tidak dapat mengkreditkan Faktur Pajak sebagai Pajak

Masukan.

e. Transaksi dengan Konsumen Akhir

Konsumen akhir memiliki karakteristik yaitu pembeli barang/penerima

jasa mengonsumsi secara langsung barang/jasa yang dibeli dan pembeli

barang/jasa tidak menggunakan/memanfaatkan barang/jasa yang dibeli

untuk kegiatan usaha.

f. Pengaturan Lainnya

Terdapat pengaturan lain yang diatur dalam PER-03/PJ/2022 yaitu :

1. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan transaksi dengan mata uang

asing harus melakukan koversi ke mata uang rupiah berdasarkan

kurs KMK yang berlaku pada saat Faktur Pajak tersebut seharusnya

dibuat;

2. Penambahan kode transaksi  05 untuk penyerahan yang PPN-nya

dipungut dengan besaran tertentu sesuai Pasal 9A Undang-Undang

PPN;

3. Transaksi yang mendapatkan fasilitas PPN, Faktur Pajak harus

diberikan keterangan melalui aplikasi E-Faktur;

4. Pengaturan mengenai pembetulan Faktur Pajak, penggantian Faktur

Pajak, dan pembatalan Faktur Pajak.

Berdasarkan PER-03/PJ/2022 s.t.d.d PER-11/PJ/2022 diatas sebagaimana

mengatur tentang Faktur Pajak, Wajib Pajak wajib memperhatikan ketentuan-

ketentuan tersebut. Apabila Wajib Pajak memperhatikan ketentuan-ketentuan
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tersebut maka Wajib Pajak tersebut dapat dikatakan telah patuh terhadap pajak,

sebagaimana sesuai teori kepatuhan dimana kepatuhan pajak merupakan keadaan

Wajib Pajak telah memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak

perpajakannya (Arisandy, 2017). Begitu juga apabila Wajib Pajak telah patuh maka

pengendalian dari Wajib Pajak tersebut juga baik sebagaimana sesuai Theory of

Planned Behavior (Ajzen, 1991).

Dalam mencapai suatu kepatuhan pajak diperlukan faktor seperti sosialisasi

pajak atas peraturan terbaru dan pengetahuan wajib pajak akan peraturan terbaru

tersebut, juga didukung adanya kesadaran yang dimiliki Wajib Pajak. Adapun hal

ini telah didukung oleh penelitian Purba, Hasian (2021),Dewi R.C et al (2021) dan

Zelmiati R & Amalia D (2020)  yang menyatakan bahwa sosialisasi pajak dan

pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, namun tidak sejalan

dengan penelitian Steffi M.L & Daito Appolo (2020) yang menyatakan bahwa

pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak dan tidak sejalan

juga dengan penelitian Lianty & Kurnia (2017) yang menyatakan bahwa sosialisasi

pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Apabila dihubungkan antara variabel independen dengan variabel dependen

maka sosialisasi pajak PER-03/PJ/2022 dan Pengetahuan WP mengenai PER-

03/PJ/2022 memiliki hubungan yang positif dengan kepatuhan pajak sedangkan

kesadaran pajak memperkuat pengaruh positif antara pengetahuan WP mengenai

PER-03/PJ/2022 dengan kepatuhan pajak Penelitian ini menggunakan variabel

independen sebagai berikut: sosialisasi pajak PER-03/PJ/2022 dan pengetahuan
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Wajib Pajak mengenai PER-03/PJ/2022, sedangkan kesadaran pajak sebagai

variabel mediasi. Variabel dependen adalah kepatuhan pajak.

Berdasarkan pengungkapan diatas, maka penulis termotivasi untuk

mengangkat topik mengenai kepatuhan pajak dengan judul penelitian

“KESADARAN PAJAK SEBAGAI FAKTOR MEDIASI DALAM SOSIALISASI

PAJAK, PENGETAHUAN WAJIB PAJAK DAN KEPATUHAN PAJAK”.

B. Batasan Masalah

Mengingat populasi dan topik penelitian ini luas, maka penelitian ini

dibatasi  ruang lingkup koresponden hanya kepada Pengusaha Kena Pajak yang

terdaftar di KPP Wajib Pajak Besar Dua. Pembatasan ini dilakukan agar terarah

mengingat bahwa peraturan PER-03/PJ/2022 s.t.d.d PER-11/PJ/2022 yang

ditujukan kepada Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di KPP BKM memiliki

kewajiban pemusatan PPN.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka masalah yang dapat dirumuskan

dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah Sosialisasi Pajak PER-03/PJ/2022 merupakan prediktor yang

positif atas Pengetahuan Wajib Pajak mengenai PER-03/PJ/2022?

2. Apakah Pengetahuan Wajib Pajak mengenai PER-03/PJ/2022 merupakan

prediktor yang positif atas Kepatuhan Pajak?
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3. Apakah Sosialisasi Pajak PER-03/PJ/2022 merupakan prediktor yang

positif atas Kepatuhan Pajak?

4. Apakah Kesadaran Pajak memediasi kaitan antara Sosialisasi Pajak PER-

03/PJ/2022 dan Pengetahuan Wajib Pajak mengenai PER-03/PJ/2022

dengan Kepatuhan Pajak?

5. Apakah Sosialisasi Pajak PER-03/PJ/2022 merupakan prediktor yang

positif atas Kesadaran Pajak?

6.   Apakah Pengetahuan Wajib Pajak mengenai PER-03/PJ/2022 merupakan

prediktor yang positif atas Kesadaran Pajak?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah  untuk memperoleh jawaban dari

rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya. Dengan demikian, maka

penjabaran tujuan penelitian secara detail adalah sebagai berikut :

1.   Untuk menguji secara empiris peran Sosialisasi Pajak PER-03/PJ/2022

dapat menjadi prediktor yang positif atas Pengetahuan   Wajib Pajak

mengenai PER-03/PJ/2022.

2. Untuk menguji secara empiris peran Pengetahuan Wajib Pajak mengenai

PER-03/PJ/2022 dapat menjadi prediktor yang positif atas Kepatuhan Pajak.

3.   Untuk menguji secara empiris peran Sosialisasi Pajak PER-03/PJ/2022

dapat menjadi prediktor yang positif atas Kepatuhan Pajak.

4. Untuk menguji secara empiris  peran Kesadaran Pajak dalam memediasi

Sosialisasi Pajak PER-03/PJ/2022 dan Pengetahuan Wajib Pajak PER-

03/PJ/2022 terhadap Kepatuhan Pajak.
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5. Untuk menguji secara empiris peran Sosialisasi Pajak PER-03/PJ/2022

dapat menjadi prediktor yang positif atas Kesadaran Pajak.

6. Untuk menguji secara empiris peran Pengetahuan Wajib Pajak mengenai

PER-03/PJ/2022 dapat menjadi prediktor yang positif atas Kesadaran Pajak.

E. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian ini ditujukan kepada beberapa pihak, yaitu :

1. Peneliti selanjutnya

Menjadi bahan untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan pemahaman

Pengusaha Kena Pajak atas adanya peraturan PER-03/PJ/2022 s.t.d.d PER-

11/PJ/2022 dengan cara   peneliti melakukan kolaborasi pemahaman

peraturan dengan survey penelitian.

2. Direktorat Jenderal Pajak

Menjadi bahan evaluasi kepatuhan atas penerapan kewajiban perpajakan

PPN Pengusaha Kena Pajak yang berdasarkan peraturan PER-03/PJ/2022

s.t.d.d PER-11/PJ/2022 dan evaluasi efektivitas atas diterbitkannya regulasi

PER-03/PJ/2022 s.t.d.d PER-11/PJ/2022.

3. Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak

Menjadi evaluasi pemahaman dan pengetahuan atas diterbitkannya

peraturan terbaru dari Direktorat Jenderal Pajak.

4. Akademisi/Dosen

Menjadi bahan pemahaman  dan pengetahuan yang baru adanya regulasi

baru dari Direktorat Jenderal Pajak, dimana para akademisi dapat
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memberikan pengetahuan peraturan terbaru kepada mahasiswa/peserta

seminar agar kelak dapat diterapkan mereka pada saat terjun ke dunia kerja
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